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b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Pasal 18 ayat {6} Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 60 Tshun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantrg Tingkat I dalam wilayah
Daerah Swatantra Tingkat I Maluku {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer 3851);

Undang-Undang Nemar 17 Tahun 2003 tentang Kenangan Negara [Lembaran Negara Republik Indsnesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); s

Undang-Undeng "Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendeharean Negare (Lemberan Negara Republk Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikiasn Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negars

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencamaan Pembangunan Nasional! {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomnor 4421);
Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintzh Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahen Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438); _ i _

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kata Tual di Provins Maluku {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 4747);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Papk dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049}

Undang-Undang Nomér 12 Tahun 2011 entang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negata
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Tndonesia
Tahun 2014 Namor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5494);

. Undang-undang Nomer & Tahun 2014 tentang Desa [Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Notnor 7,
Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Pawakilan Rakyat, Déwan.
Perwakilan Deerah danm Dewnn Perwakilan Rakyat Dserah {Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negarg Republik Indonesia Nomor 5568}

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 twentang Pemerintaban Dacrah (Lembaran Negara Republic Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5587) sebagaimana tclah diubah
terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 temtang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Letsbaran Negarn Republik Indonesie Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indongsia Nomor 5679)

. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan. Kepala Daerab dan Walkil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomer 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggarsan Daerah
(Lembaran Negars Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik hidenesa
Nemor 4593}; .

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 temtang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4416} sehagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan
Pemerintah. Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintzh Nomor 24 Tahun 2004
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tentang Kedudukan Protokoler dan Kenangan Pimpinan dan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kevangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Momor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4502);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nemor 58 Tahun 2005 lentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578

22. Peraturen Pemerintah Normor 65 Tahin 2005 tentang Pedoman Penyusuman gan. Penerapan Standar Pelavanan
Minima! (Lembaran Negara Republik Indonegia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nemor 4585); '

23. Peraturan Pemerintash Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawssan atas Penyelenggaraan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 4393);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerintah [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomocr 25, Tambahan Lembaran Negara Repub]ﬂ-_: Indenesia Nomor 4614);

‘25, Peraturan Pemeriritah Nomor 65 Talwm 200 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indomesia Tehun 2010 Nomor 11D,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoy 5155);

26. Peraturan Pemerintah Notmor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Letnbaran Negara. Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5165);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daemh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomer 5 Tambahan Lembaran Negara Republik mdonesia Nomor 5272);

28. Teraturan Pemerintahh Namor 47 Tahun 2015 tentang Pervbahan Atas Peraturan Pemerintsh Nomor € Tahun 2014
lertang Peraturan FPelaksanaan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
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31.

33,

34,

29,

Indonesta Tahun 2015 Nomor 157, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indenesia. Namor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomar 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diuhah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Talun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Namo 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemnerintah Nomeor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desg
yng bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negama (Lembaran Negara Republik Indenesia Talun 2016
Nomer 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3864), |

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah,
sebagaimana telah dinhah daigm Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 21 Tahun .2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor i3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menter] Dalarmn Negeri Nomer 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Soaial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah eebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua etas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nemor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibsh .dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Angmran Pendapatan dan

Belanja Daerah 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tzhun 2015 Nomor 903];_
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara,

Republik ndonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kota Tual Momor 03 Tahun 2009 tentang tentang PokoXk- Pokok Pengelclaan Keumngan Deerals

sebagaiinana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tehun 2014 tentang Peraturan Daerah Kota Tual

- Nomor 03 Tahun 2009 tentarg Pokok-Pokok Pengelolaan ‘Keuangan Daerah [Lembarar. Daersh Tahun 2014 Nomor

35.
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72, Taambahan Lembaran Daerah Nomor 7081);

Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 05 Tabun 2015 tentang Arggaran Pendapaten dan Belanja Daerah Tahun 2015.
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MEMUTUSKAN :

§ Menetapkan @ PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

i TAHUN ANGGARAN 2016
Pasal 1

ﬂnggarﬂﬂ Pendapatan dan Belanja Daerah Tahlun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp695.849019.571 00 berkurang sejumlah

Rp28.689.868.760,26 sehingga menjadi Rp667.159.150.810,74 dengan nncjan sebagai berikut;

§ 1 Pendapatan Dacrah
a Semula Rp  630.203974100,00

b. Bertambah / [(Berkurangj (Rp 18.854.360.139,00]

Jumlah Pendapatan Setelah Pergbahan

2  Belanja Dacrah .
a Semula
_ Rp 695.849.019571,00
b Bertambah / [Eerkurang]  _{Rp___ 28 .6B89.868760,26}
Jumlah Belanja Setelah Perubahan

Surplus /{ Defisit | Setelah Perubghan
3 Pembiayaan Daerah:
a Penerimaan

1). Semula | Rp  65.645.045.471,00
9. Bertambah / (Berkurang] (Rp  9.835.508.621,26]

Jumlah Penerimaan Setelah Pemha_han
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Rp 611.349.613.96100

_Rp 667.159.150.810,74

Rp (55.809.536849,74)

Kp 55.809.536.84974
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# b, Pengeluaran

1. Sernula Rp 0,00
2). Bertambah / (Berkurang) Rp 0,00
~ Jumlah Pengeluaran Betelah Perubahan ) Rp 0.00
Jumnlah Pembiayaan Neto Setelah Perubshan Re  55.809536.849 .’? P
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan - Rp 0,00
Pasal 2

Penjaha{an Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinei lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan ini.

N : Pasal 3
J,.q;gpi:a.n ecbugaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian varg tidak dipieahkan dari Peraturan ini,

Pasal 4

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanje Hibah dan Eelanje. Bantuan Sosiel sebagaimana dimaksud dalare Pagal 1
dirined lebih lanjut dala.n_ﬂa.mph'a.n Il dan IV dan merupakan bagian yang tidak: dipisahkan dari Persiuren Walikota ini
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| Pasal 3
Pn‘L mran ind mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
sctlap orang mengetahumya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita
.1, y Kota Tual
3 Ditetapkan di Tual
.' b ' Pada tanggal 29 Oktober 2016

Tual
i ﬁk ixgber 06
S DAE \-1 KOTA TUAL,

IAH KOTA TUAL TAHUN 2016 NOMOR




